
a. bahwa dalam rangka mengantisipasi secara dini setiap 
ancaman, tantangan, hambatan dan gan~an 
terhadap keamanan dan ketertiban di Kabupaten 
Purwakarta, dipandang perlu dibentuk Tim- Koordinasi 
Penanganan Dini Kabupaten Purwakarta; ,.../ 

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, kep~da 
personaJia Tim Koordinasi Penanganan Dini Kabupaten 
Purwakarta perlu diberikan honorarium yang 
bcsarannya diatur dengan Peraturan Bupati; v 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pemben~ 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).;1 I 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Re:rub · Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan baran Negara Republik Indonesia 
Nomor416 , . 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169¥,' 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarig 
Keuangan Negara (Lembaran~eg a Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tamb an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 ); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelo]aan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tamhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ~O); 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44)11); 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, T~ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~); 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4~); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembanan 
Negara ~ep blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor f 9); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenJ.ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T~b an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 , 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tam1Jatlan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473-8?; 

6. 

5. 
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... 



Tim Koordinasi Penanganan Dini adalah tim yang dibe~ 
dengan keputusan Bupati yang mempunyai tu:gas 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HON()RARIUM 
TIM KOORDINASI PENANGANAN DINI g.,(BUPATEN 
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 

/ 

MEMUTUSKAN : 
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20. 
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14. Peraturan Presiden Nornor 34 Tahun 2010 ten tang 
Badan Intelijen Negara; v' 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1.1 Tahun 2006 tentang 

/ Komunitas Intelijen Daerah; / 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beyita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310}'; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (B¢ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2~); 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran j{aerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2013 Nomor 8)t' 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pok~k- kok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2016 Nomor ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor IQ).;/ 

22. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 Tentan~Tu as 
Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Poli· an 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakar 7; 

Menetapkan 



5.000.000,- 
4.000.000,- / 

3.7so.ooo/ 
2.250.000,- 

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan setiap bulan dengan nilai tertinggi, sebagai 
berikut (dalam rupiah) : 
I. KETUA 
II. ANGGOTA 
III. FASILITATOR/PEMBANTU 

UMUM 
IV. SEKRETARIAT 

(2) 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim, kepada 
personalia Koordinasi Penanganan Dini diberikan 
honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati 
dengan memperhatikan kemampuan keuangsef Daerah. 

(1) 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi 
Penanganan Dini Kabupaten Purwakarta berpe~man 
pada peraturan perundang-undangan yang berlakri. 

Pasal 3 I 
(4) 

(3) Tim Koordinasi Penanganan Dini mempuyai tugas: 
a. menentukan arah dan kebijakan Penanganan Dini 

dalam mengantisipasi dan mewaspadai secara dini 
setiap gejala ancaman, hamba2tan, tantangan dan 
gangguan keamanan dan ket · an masyarwr,t 
(Kamtibmas) di Kabupaten Purw arta; 

b. menentukan arah dan kebijakan dalam rangka 
memelihara dan melakukan upaya peningkatan 
keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten 
Purwakarta yang bersumber pada data/ info 'asi 
dari Komunitas Intelijen Daerah (KO DA) 
Kabupaten Purwakarta dan Forum K spadaan 
Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Purwakarta. 

(2) Tim Koordinasi Penanganan Dini dibentuk dengan 
maksud untuk mengantisipasi dan mewaspadai secara 
dini setiap ancaman, tantangan, hambatan dan 
gangguan terhadap Jreamanan dan ketertiban di 
Kabupaten Purwakarta. 

( 1) Tim Koordinasi Penanganan Dini terdiri dari unsur 
Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 
pertahanan, keamanan, ketertiban dan /penegakan 
hukum yang ada di Kabupaten Purwaka.r&-f" 

I 

Pasal 2 

menentukan arah dan kebijakan Penanganan Dini dalam 
mengantisipasi 

1 
dan mewaspadai secara dini setiap gejala 

ancaman, ~.ajibatan, tantangan dan gangguan keamanan 
dan keter~an masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten 
Purwakarta. 



IL KARSOMA, M.Si. 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR ?15' 

ARIS DAERAH 
N PURWAKARTA, 

Diundangkan di Purwakarta 
pada tangg 1 2 J:anuari 201 7. 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkfm 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Paaal 5 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2017 

Pasal 4 

1.000.000,- V. ANGGOTA NON PNS 


